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ABSTRAK

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan
perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian adalah
bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak
pidana korupsi, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pidana mati
dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan
ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan
menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati
dalam tindak pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat.
Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak
pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan,
seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat
ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati
Kata Kunci: Kebijakan, Hukuman Mati, Korupsi.

ABSTRACT

The application of the death penalty to perpetrators of corruption is still a
matter of debate among experts. The formulation of the problem in the research in
this thesis is how to regulate the death penalty in the Law on the Eradication of
criminal acts of corruption, what factors influence the application of the death
penalty in corruption, how is the policy of criminal law in the application of the
threat of capital punishment in corruption. The results of the discussion conclude
that the factors that influence the application of the death penalty in corruption are
difficult to apply, especially to elements of emergency conditions. The criminal law
policy in the application of the death penalty in corruption in Indonesia currently
has many weaknesses, such as technical juridical reasons, so it is still very difficult
to implement at this time. There has not been a single case of corruption that has
been sentenced to death.
Keywords: Policy, Death Penalty, Corruption.

PENDAHULUAN
Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di

berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif,
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legislatif maupun yudikatif. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime). Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik
yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.
Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah
mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu
negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin
melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat
terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap
hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.

Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih
dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan
yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Menyadari kompleksnya permasalahan
korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti
akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat
dikatakan merupakansalah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi secara
sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan
melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan
aparat penegak hukum.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di Indonesia sangat
banyak sekali dan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi
merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan
keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi,dan juga
politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun
perbuatan ini memberikan ancaman yang sangat besar terhadap cita-cita menuju
masyarakat adil dan makmur.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkanya Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian
direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Undang-
Undang ini mengatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi
yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan
pidana mati.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah
dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum
memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sering hakim
memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim
menerapkan hukuman maximal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara
seumur hidup atau hukuman hukuman mati. Padahal dengan penerapan hukuman
mati, akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi.

Pencantuman pidana mati dalam undang-undang tersebut tentunya
merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena
dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera
bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini
tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat
menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi
rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak
dapat digolongkan lagi sebagai tindak pidana korupsi biasa melainkan sudah
menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya
tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa.



Page | 226

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 223-236

Sudah sepatutnya hukuman mati di Indonesia harus diterapkan dikarenakan
tentang tindak pidana korupsi yang melarang pejabat negara menyalahgunakan
kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya tetapi
dalam prakteknya di Indonesia bahwa hakim dalam putusannya tidak pernah
sekalipun menjatuhkan pidana mati tersebut terhadap seorang koruptor meskipun,
dalam ketentuan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang cukup
tegas, sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada para koruptor lainnya.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan
yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting,
yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek
jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk
pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini
tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
memberantas tindak pidana korupsi.

Kebijakan atau upaya pengulangan kejahatan hakikatnya merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana
cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu
penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan
didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan
merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,
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gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran
suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain
dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam
aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya
dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara
meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku
serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,
asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan
perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan
dengan perumusan penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah
penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada
peraturan perundang-undangan. Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder
yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan
horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi
studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau
pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek
yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan
kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum, berdiri berdasarkan hukum yang ada.

Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara

hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi
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terdakwa. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah
melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan
akan hukuman tersebut.

KUHP mengenal dua macam hukuman yaitu hukuman badan dan hukuman
pembayaran sejumlah uang. Hukuman badan berupa hukuman mati atau hukuman
penjara dan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman pembayaran sejumlah uang
berupa hukuman denda dan hukuman membayar biaya perkara. Dari jenis-jenis
hukuman badan tersebut, hukuman terberat adalah hukuman mati.

Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati akan dilaksanakan dengan
menghilangkan nyawa terpidana. Berbagai cara eksekusi hukuman mati dilakukan
dengan memenggal kepala, digantung, disetrum, dan ditembak, sedangkan negara
kita menganut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak mati. Sampai
sekarang hukuman mati masih memegang peranan penting karena selain di KUHP,
di luar KUHP juga menganut ancaman hukuman mati bagi para pelanggarnya. Hal
ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih dipandang sebagai obat yang mujarab
yang berdampak pada pencegahan kejahatan karena dirasakan sebagai sesuatu yang
menakutkan dan mengerikan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman
hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal
10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya
berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila
dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra
dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua
tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang
argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional.
“Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang
dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil”.

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal

tertentu yaitu, apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa
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pelaku adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh
karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas
yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak
langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk
membinasakan.

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya
sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku
untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama.
Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu
harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam
memberikan keputusan hukumnya.

Pemberian sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999
Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karrna dalam
penerapannya sangksi pidana mati amat sangat menakutkan bagi siapapun, dengan
tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin
bernasib sama pada terpidana mati lainnya.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara
faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh
koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana,
penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara
sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional,
atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi
yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada
koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam
“keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa

yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini
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dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai
pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis
ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang
menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan
bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau
negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan
pemberantasan korupsi sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian
tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim
untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti dikemukakan di atas
bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman
mati bagi koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap
koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap
Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara
berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara de yure maupun
de facto mengakui adanya pidana mati. Kelompok retensionis di Indonesia
berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi
sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang
sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana
mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran
terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa

dapat diterapkan.
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Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan
untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi
di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada
dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya
merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap
dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa
mendatang.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang aparat penegak hukumnya
sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi
korban peradilan sesat (miscarriage of justice), karena itu, untuk mencegah
miscarriage of justice terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya
hukum yang adil. Jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih memiliki
kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakuan sifat khusus
dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep KUHP nasional.
Wacana hukuman mati bagi koruptor akhir-akhir ini mencuat setelah hakim tindak
pidana korupsi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Artalita hanya lima tahun.
Hukuman itu tentu merupakan ancaman hukuman maksimum bagi siapa pun yang
terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan
masyarakat yang menyesalkan ancaman itu, seharusnya ditujukan kepada pembuat
undang-undang, bukan kepada hakim tipikor atau jaksa penuntut KPK.

Ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana
korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo
Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di
mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila
negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau
saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak

pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Hal ini karena
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dalam menjatuhkan pidana unsur kondisi darurat harus dapat dipenuhi seperti yang
tercantum dalam rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit
tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara
abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata dapat dipidana mati
memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat
lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup.

Dari sisi hukum internasional, hukuman mati sebenarnya telah diwajibkan
untuk dihapuskan di dalam UU nasional masing-masing negara anggota PBB,
termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik (1966) dengan UU No 12 Tahun 1995; hanya pada Pasal 6
Konvenan itu masih dibolehkan dalam tiga keadaan. Pertama, hanya dapat
diterapkan terhadap kejahatan yang serius (serious crimes). Kedua, tidak dapat
diberlakukan UU secara retroaktif. Ketiga, harus atas dasar putusan pengadilan
yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Keempat, tidak dapat diterapkan
terhadap wanita yang sedang hamil dan anak di bawah usia 18 tahun. Jika pidana
mati diterapkan, penerapannya harus mempertimbangkan hak seorang terdakwa
pidana mati untuk mendapat pengampunan dan komutasi dengan pidana lainnnya.

Merujuk dua sisi hukum nasional dan hukum internasional itu, semakin
jelas, perkembangan pengaturan pidana mati semakin moderat, berbeda dengan
aspirasi sementara masyarakat untuk menerapkan dan tetap menghidupkan
ancaman pidana mati terhadap kejahatan serius. Khusus Pasal 2 Ayat 2 Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ancaman pidana mati perlu
diubah dan diperjelas dengan ancaman alternatif pidana selain pidana mati, seperti
sanksi kerja sosial, sehingga efek jera akan muncul saat yang bersangkutan berada
di hadapan publik melakukan pekerjaan di tempat umum. Untuk menambah efek
jera, tersangka korupsi seharusnya dikenai pemborgolan dan dengan baju tahanan
seperti diterapkan di negeri jiran (Malaysia dan Singapura). Tindakan itu tidak
dilakukan di Indonesia sehingga tersangka korupsi dapat berjalan bebas layaknya

bukan tersangka dan mengunjungi kantor KPK seperti hendak berkantor saja.



Page |233

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 223-236

Walaupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui
bahwa penerapan pidana mati dimungkinkan menurut hukum, namun pada
hakekatnya filosofi pemidanaan di Indonesia bukan menekankah pada aspek balas
dendam sebagaimana berlaku pada penerapan pidana mati. Pidana mati secara
teoritis menimbulkan efek jera (deterrent efect) yang sangat tinggi. Efek jera
hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang
mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya
secara teoritis akan menurunkan angka tindak pidana terkait . Secara logika
argumen ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik yang pasti (empiris
berdasarkan hasil riset) yang mendukung kesimpulan tersebut.

Salah satu pihak yang paling vocal menolak diterapkannya hukuman mati
di Indonesia adalah KONTRAS. Sebagaimana dirilis dalam laporannya
mengatakan bahwa hukuman mati sebagai ekspresi hukuman paling kejam dan
tidak manusiawi. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia,
yaitu hak untuk hidup (right to life), hak ini merupakan jenis hak yang tidak dapat
dilanggar, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan
darurat, perang maupun ketika seseorang dipidana.
KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah diatur dan
sangat dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun sangat sulit dalam prakteknya.
Pelaksanaan hukuman mati bagi kasus korupsi dapat dilaksanakan dalam hal
perbuatan pidana korupsi tersebut dilakukan jika negara dalam keadaan darurat
maupun bencana alam. Penulis sendiri setuju dengan penerapan hukuman mati
apabila pelaksanaan hukuman mati tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku juga harus dilakukan secara selektif dan hati-hati.

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak
pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999
Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dapat dijatunkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang

digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati
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terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya,
meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak
pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Hal ini karena
dalam menjatuhkan pidana unsur kondisi darurat harus dapat dipenuhi seperti yang
tercantum dalam rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit
tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara
abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata dapat dipidana mati
memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat
lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup.

Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam
tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-
kelemahan, seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk
diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi
pidana mati, hal ini didasarkan karena perumusan pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana korupsi hanya diatur dalam delik Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan

syarat penjatuhannya sangat sulit untuk diterapkan.
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